
BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KAIJIMANTAN TENGAII

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENENG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAII
KABUPATEN SUKAMARA TAIIUN 2024-2026

DENGAN RAIIMAT TUIIAN YANG MAIIA ESA

BUPATI SUKAMARA,

Menimbang       :   a.   bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  pasal   123  ayat  (1)
Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   86   Tahun   2017
tentang  Tata  cara  perencanaan,  pengendalian  dan  Evaluasi,
Pembangunan    Daerah,    Tata    cara    Evaluasi    Rancangan
peraturan   Daerah   tentang  Rencaria   Pembangunan  Jangka
panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah,  serta  Tata  cara  Perubahan  Rencana  pembangunan
Jangka   Panjang   Daerah,   Rencana   pembangunan   Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kelja pemerintah Daerah;

b.   bahwa  sebagai  tindak  lanjut  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri
Republik    Indonesia     Nomor     52     Tahun     2022     tentang
Penyusunan   Dokumen   perencanaan   Pembangunan   Daerah
Bagi  Daerah  Dengan  Masa Jabatan  Kepala  Daerah  Berakhir
pada    Tahun    2023    tanggal    5    Desember    2022,    yang
menginstruksikan agar Bupati/ Walikota yang masa j abatannya
berakhir   pada   Tahun   2023   untuk   menyusun   Dokumen
perencanaan  Pembangunan  Menengah  Daerah  Tahun  2024-
2026 yang selanjutnya disebut Rencana pembangunan Daerah
(RPD)        Kabupaten/ Kota        Tahun        2024-2026,        serta
memerintahkan   seluruh   Kepala   perangkat   Daerah   untuk
menyusun  Rencana  strategis  perangkat  Daerah  yang  untuk
selanjutnya disebut Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2024-
2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c.   bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana   dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang   Rencana   Strategis   Perangkat   Daerah   Kabupaten
Sukamara Tahun 2024-2026;

fl



Mengingat         :    1.   Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2002  tentang  Pembentukan
Kabupaten     Katingan,     Kabupaten     Seruyan,     Kabupaten
Sukamara,  Kabupaten  Lamandau,  Kabupaten  Pulang  Pisau,
Kabupaten   Gunung   Mas,   Kabupaten   Murung   Raya,   dan
Kabupaten   Barito   Timur   di   Provinsi   Kalimantan   Tengah
(I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun  2002  Nomor  18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2.   Undang-Undang  Nomor   17  Tahun  2003   tentang  Keuangan
Negara  (Ijembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003
Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4286);

3.   Undang-Undang       Nomor       1       Tahun       2004       tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2004  Nomor 5,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

4.   Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang   Sistem
Perencanaan    Pembangunan    Nasional    (Lembaran    Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2004   Nomor    104,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.   Undang-Undang   Nomor   17   Tahun   2007   tentang   Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun   2005-2025
(Ijembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6.   Undang-Undang Nomor   23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2014
Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan    Undang-Undang    Nomor    9    Tahun    2015    tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

7.   Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi
Pemerintahan   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2014   Nomor   292,   Tarnbahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 5601);

8.   Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2022   tentang   Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2022  Nomor  4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;

9.  Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2023   tentang penetapan
Peraturan   Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang  Nomor   2
Tahun   2022   tentang  Cipta  Ken.a  menjadi   Undang-Undang
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2023  Nomor 41,
Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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10.Peraturan    Pemerintah    Nomor    18    Tahun    2016    tentang
Perangkat   Daerah   (I,embaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan I,embaran Negara Republik
Indonesia  Nomor  5887)   sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan    Pemerintah    Nomor    72    Tahun    2019    tentang
Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor  18 Tahun 2016
tentang    perangkat    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia   Tahun   2019   Nomor   187,   Tambahan   1.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

12.   Peraturan Pemerintah Nomor  13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan     Evaluasi     Penyelenggaraan     Pemerintahan     Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13.   Peraturan  Presiden  Nomor   18  Tahun  2020  tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional   Tahun 2020 - 2024
(Ijembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10) ;

14.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   80   Tahun   2015
tentang  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah  (Berita  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  2036)  sebagaimana
telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor
120  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  tentang  Pembentukan
Produk  Hukum   Daerah   (Berita  Negara  Republik  indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

15.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   86   Tahun   2017
tentang  Tata  Cara  Perencanaan,  Pengendalian  dan  Evaluasi
Pembangunan    Daerah,    Tata    Cara    Evaluasi    Rancangan
Peraturan   Daerah   tentang  Rencana   Pembangunan  Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah,  Serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana  PembangLman
Jangka   Panjang   Daerah,   Rencana   Pembangunan   Jangka
Menengah  Daerah,   dan  Rencana  Kelja  Pemerintah  Daerab
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   90   Tahun   2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
dan   Keuangan   Daerah   (Berita   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

17.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   77   Tahun   2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



18.   Peraturan    Daerah    Provinsi    Kalimantan   Tengah    Nomor   4
Tahun  2010  tentang  Rencana  Pembangunan  Jan9ha  Panjang
Daerah     FTovinsi     Kalimantan    Tengah     Tahun     2005-2025
(I,embaran  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  Tahun  2010
Nomor  4,  Tambahan  I,embaran  Provinsi  Kalimantan  Tengah
Nomor 34);

19.   Peraturan   Daerah   Provinsi   Kalimantan   Tengah   Nomor   6
Tabun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah    I+ovinsi    Kalimantan    Tengah    Tahun    2021-2026
(I+embaran  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  Tahun  2021
Nomor  6,  Tambahan  Lembaran  Provinsi  Kalimantan  Tengah
Nomor 102);

20.   Peraturan        Daerah        Kabupaten        Sukamara        Nomor
14   Tahun   2012   tentang   Rencana   Tata   Ruang   Wilayah
Kabupaten  Sukamara  Tahun  2012-2032  (Lembaran  Daerah
Kabupaten   Sukamara  Tahun   2012   Nomor   12,   Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 18);

21.   Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016
tentang    Pembentukan    dan    Susunan    Perangkat    Daerah
Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukamara   Nomor   40)   sebagaimana   telah   diubah   dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019
tentang    Perubahan    Atas    Peraturan    Daerah    Kabupaten
Sukamara  Nomor  6  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan
Susunan  Perangkat Daerah  Kabupaten  Sukamara  (Lembaran
Daerah    Kabupaten    Sukamara    Tahun    2019    Nomor    6,
Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67) ;

22.   Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2019  tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah  Kabupaten  Sukamara
Tahun   2005-2025   (Lembaran   Daerah   Kabupaten   Sukamara
Tahun  2019  Nomor 8,  Tambahan  I+embaran  Daerah  Kabupaten
SLikanara Nomor 69) ;

23.   Peraturan  Bupati  Sukamara  Nomor  9  Tahun  2023  tentang
Rencana     Pembangunan     Daerah     Kabupaten     Sukamara
Tahun    2024-2026    (Berita    Daerah    Kabupaten    Sukamara
Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSEEN:

Menetapkan    :   PERATURAN     BUPATI     TENTANG     RENCANA     STRATEGIS
PERANGKAT            DAERAII            KABU PATEN            SUKAMARA
TAHUN 2024-2026.
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BABE
KETERTUAnl UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1.   Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2.   Kepala Daerah adalah Bupati Sukamara.
3.   Pemerintah   Daerah   adalah   kepala   daerah   sebagai   unsur

penyelenggara     pemerintahan     daerah     yang     memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

4.   Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD  adalah  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten
Sukanara.

5.   Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan
DPRD   dalam   penyelenggaraan   Urusan   Pemerintahan   yang
menjadi kewenangan Daerah.

6.   Peraturan  Kepala  Daerah  yang  selanjutnya  disebut  Perkada
adalah Peraturan Gubemur dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

7.   Rencana    Pembangunan    Jangka    Panjang    Daerah    yang
selanjutnya    disebut     sebagai     RPJPD     adalah     dokumen
perencanaan   pembangunan   daerah   Kabupaten   Sukamara
untuk periode 2005-2025.

8.   Rencana  Pembangunan  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat
RPD   adalah  dokumen  perencanaan  daerah  untuk  periode
tahun 2024-2026.

9.   Rencana    Strategis    Perangkat    Daerah    yang    selanjutnya
di singkat         Renstra         Perangkat         D aerah ,         adalah
dokumen   perencanaan   Perangkat   Daerah   untuk   periode
tahun 2024-2026.

10. Rencana  Pembangunan  Tahunan   Daerah  yang  selanjutnya
disebut  Rencana  Kelja  Pemerintah  Daerah  disingkat  RKPD
adalah  dokumen  perencanaan  pembangunan  daerah  untuk
periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana  Kerja  Perangkat  Daerah yang  selanjutnya  disingkat
Renja    Perangkat   Daerah    adalah    dokumen    perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12.Tujuan   adalah   sesuatu   kondisi   yang   akan   dicapai   atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) periode Renstra.

13. Sasaran  adalah  hasil  yang  akan  dicapai  secara  nyata  oleh
instansi   pemerintah   dalam   rumusan   yang   lebih   spesifik,
terukur yang digunakan untuk mencapai tujuan.

14. Strategi  adalah  langkah  berisikan  program-program  sebagai
prioritas    penbangunan    Daerah/Perangkat    Daerah    untuk
mencapai sasaran.

15. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka
kelja untuk menyelesaikan  permasalahan  pembangunan  dan
mengantisipasi  isu  strategis  Daerah/Perangkat  Daerah  yang
dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.



16. Indikator  kineria  adalah  tanda  yang  berfungsi  sebagai  alat
ukur pencapaian kinelja suatu kegiatan, program atau sasaran
dan  tujuan  dalam  bentuk  keluaran  /ot/£ptt£/,  hasil  /outcome/,
danpak (impact).

17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam
bentuk  upaya  yang  berisi  satu  atau  lebih  kegiatan  dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

18. Kegiatan   Perangkat   Daerah   adalah   serangkaian   aktivitas
pembangunan   yang   dilaksanakan   oleh   Perangkat   Daerah
untuk menghasilkan keluaran /otttput/ dalam rangka mencapai
hasil /ot/tcome/ suatu program.

Pasal 2

(1)  Maksud  Penyusunan  Renstra  Perangkat  Daerah  Kabupaten
Sukamara    Tahun    2024-2026    adalah    sebagai    pedoman
Perangkat Daerah  dalam  menyusun  Renja  Perangkat Daerah
dan Sebagai bahan penyusunan Rancangan Akhir RKPD;

(2)  Tujuan dari Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten
Sukamara Tahun 2024-2026 adalah:
a.   Sebagai  pedoman  penyusunan  Rencana  Kerja  Perangkat

Daerah   dan   RKPD   Kabupaten   Sukamara   setiap   tahun
selama Tahun 2024-2026;

b.   Sebagai     tolok     ukur     keberhasilan     penyelenggaraan
pemerintahan daerah periode Tahun 2024-2026;

c.   Sebagai  pedoman  seluruh  pemang]ou  kepentingan  dalam
melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sukamara;

d.   Sebagai     tolok     ukur     penilaian     keberhasilan     kepala
Perangkat   Daerah   dalam   melaksanakan   pembangunan
sesuai  dengan  tugas,  fungsi,  kewenangan  dan  tanggung
jawab masing-masing dalam tujuan pembangunan daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2024-2026; dan

e.   Alat  untuk  menjamin  keterkaitan  dan  konsistensi  antara
perencanaan ,         penganggaran ,         pelaksanaan        dan
pengawasan.

BAB 11
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAII

Pasal 3

(1)  Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024-
2026    disusun    dengan    mengacu    pada    RPD    Kabupaten
Sukanara Tahun 2024-2026.

(2)  Sistematika     Penyusunan     Perubahan     Rencana     Strategis
Perangkat  Daerah  Kabupaten  Sukamara  Tahun  2024-2026
disusun sebagai berikut:
BAB I            PENDAHULUAN
BAB II           GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III         PERMASALAHAN          DAN          ISU          STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH
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BAB IV
BABV
BAB VI

BAB VII
BAB VIII

TUJUAN DAN SASARAN
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
RENCANA    PROGRAM    DAN    KEGIATAN    SERTA
PENDANAAN
KINERJA PENIELENGGARAAN BIDANG URUSAN
PENUTUP

(3)  Renstra   Perangkat   Daerah   sebagaimana   dimaksud   pada
ayat  (1)  sebagaimana  tercantum  dalam  lampiran  Keputusan
Bupati ini terdiri atas:
1.      Lampiranl

2.     Lanpiranll
3.     Lanpiranlll
4.     Lanpiranlv

5.     Lanpiranv

6.     LanpiranvI

7.     LanpiranvII

8.     LanpiranvIII

9.     Lanpiranlx

10.   Lanpiran x

11.   LanpiranxI
12.    Lampiran XII

13.   Lanpiran XIII
14.   Lanpiran XIV

15.   Lanpiran AV

16.   Lanpiran "

17.   Lampiran "I

18.   Lampiran "II

19.   Lanpiran XIX
20.   Lampiran x
21.   Lanpiranm
22.   Lampiran rml

:   Renstra     Dinas     Pendidikan     dan
Kebudayaan

:   Renstra Dinas Kesehatan
:   Renstra Rumah Sakit Umum Daerah
:   Renstra Dinas Pekeljaan Umum dan

Penataan   Ruang   dan   Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman

:   Renstra Dinas Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran

:   Renstra      Badan      Penanggulangan
Bencana Daerah

:   Renstra        Dinas        Sosial        dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

:   Renstra   Dinas   Tenaga   Kelja   dan
Transmigrasi

:   Renstra        Dinas        Pemberdayaan
Perempuan  dan  Perlindungan  Anak
dan   Pengendalian   Penduduk   dan
Keluarga Berencana

:   Renstra   Dinas   Ketahanan   Pangan
dan Pertanian
Renstra Dinas Lingkungan Hidup
Renstra  Dinas   Kependudukan   dan
Pencatatan Sipil
Renstra Dinas Perhubungan
Ren stra          D inas          Komunikasi ,
Informasi dan Persandian
Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, dan Perdagangan
Renstra   Dinas   Penanaman   Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

:   Renstra         Dinas         Kepemudaan,
01ahraga dan Pariwisata

:   Renstra   Dinas   Perpustakaan   dan
Kearsipan

:   Renstra Dinas perikanan
:   Renstra sekretariat Daerah
:   Renstra sekretariat DPRD
:   Renstra   Badan    Perencanaan    dan

Pembangunan Daerah



23.   Lampiran rmll

24.   Lampiran XIV

25.   Lanpiran AV
26.  Lanpiran x"
27.    Lampiran XXVII
28.   Lanpiran x"II

29.   Lanpiran rmx
30.   Lanpiran x"
31.   Lampiran -I

Renstra          Badan          Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Renstra   Badan    Kepegawaian    dan
Pengembangan        Sumber        D aya
Manusia
Renstra Inspektorat Daerah
Renstra Kecamatan Sukamara
Renstra Kecamatan Balai Riam
Re n s tra         Ke c amatan         Pe rmata
Kecubung
Renstra Kecamatan Pantai Lunci
Renstra Kecamatan Jelai
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

Pasal 4

(1)  Pelaksanaan  Rencana  Strategis  Perangkat  Daerah  dijabarkan
kedalam   Rencana   Kerja   Pemerintah   Daerah   (RKPD)    dan
Rencana Kelja Perangkat Daerah.

(2)  Pemerintah    Daerah    dapat   melakukan    penarnbahan    sub
kegiatan  baru  akibat  dari  kebijakan  nasional  atau  provinsi,
keadaan darurat, kejadian luar biasa, dan/atau perintah dari
peraturan perundang-undangan setelah Renstra ditetapkan.

(3)  Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB Ill
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)  Kepala    Perangkat    Daerah    melakukan    pengendalian    dan
evaluasi kebijakan Renstra Perangkat Daerah;

(2)  Hasil    pengendalian    dan    evaluasi    pelaksanaan    Renstra
Perangkat   Daerah   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
untuk diverifikasi;

(3)  Ketentuan   mengenai   tata   cara   pengendalian   dan   evaluasi
pelaksanaan     Renstra     Perangkat     Daerah     sebagaimana
dimaksud  pada ayat  (1)  dan  (2)  dilaksanakan  sesuai  dengan
ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAnl I.AIIN-LAIH

Pasal 6
Renstra  Perangkat  Daerah Tahun  2024-2026  digunakan  sebagai
dasar  penyusunan  Renja  Perangkat  Daerah  mulai  tahun  2024
sampai dengan tahun 2026.



BABV
PENUTUP

Pasal 7
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan   ini   dengan   menempatkannya   dalam  Berita   Daerah
Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
Padatanggal  13   Februciri-JLoi4

Pj. BUPATI SUKAMARA

dii-
RASPINOR

Diundangkan di Sukamara
padatanggal   13    fe-brua¢r  a014

SEKRETARIS DAERAII

RENDy LrsMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2024 NOMOR 6
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